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Siswasmas adalah sistem penga-
wasan sumber daya kelautan dan 
perikanan yang melibatkan peran 
aktif masyarakat (yang mengakui 
tradisi atau budaya setempat yang 
ramah lingkungan) untuk mewujud-
kan pengelolaan dan pemanfaatan 
yang berkelanjutan (KepmenKP 
No.58/2001).

Masyarakat baik sebagai individu 
maupun kelompok dapat ikut serta 
dalam pengawasan sumberdaya 
kelautan dan perikanan (UU 
No.31/2004 pasal 67). Siswasmas 
digunakan sebagai ukuran bagi para 
pihak untuk memastikan peman-
faatan sumber daya dapat dirasakan 
secara berkelanjutan.
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PENGERTIAN SISWASMAS
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1.1 Sistem Pengawasan
      Berbasis Masyarakat
      (Siswasmas)
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Nelayan mengikuti upacara adat Buka Sasi di Negeri Noloth,
Saparua sebagai salah satu upaya melestarikan sumber daya laut.
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Peran serta masyarakat dilindungi oleh pemerintah melalui KepmenKP No.58 
Tahun 2001 tentang Siswasmas dan PermenKP No.40 Tahun 2014 tentang Peran 
Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil. Masyarakat dapat berperan dalam Siswasmas dengan cara :

1.2 Masyarakat Dalam Siswasmas

02
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PENGERTIAN SISWASMAS

Membantu sosialisasi
aturan untuk membuat
masyarakat luas patuh
terhadap aturan.

Mematuhi aturan
perundang-undangan
dalam pengelolaan
sumber daya ikan.

Melaporkan tindakan
atau hal-hal yang akan
membahayakan atau
menimbulkan kerugian
bagi masyarakat dan
kelestarian sumber daya.

Melaporkan tindakan dugaan
pencemaran dan atau
perusakan sumber daya
kelautan dan perikanan

Bersedia memberikan
keterangan atau bersaksi
dalam perkara
penegakan hukum
tindak pidana perikanan.

mendukung  Pokmaswas
(Kelompok Masyarakat Pengawas)
dan penegak hukum dalam
pengawasan sumber daya kelautan
dan perikanan.

Tidak main hakim
sendiri 
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Pokmaswas dibentuk dari dan untuk masyarakat 
dengan prinsip kesukarelaan dibantu oleh pemerintah 
yang berperan sebagai fasilitator.

2.2 Prinsip Pembentukan Pokmaswas

Kepala Desa mengajukan surat peminatan pembentu-
kan Pokmaswas kepada Kepala Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi, dengan melampirkan fotokopi KTP 
calon anggota Pokmaswas dan struktur pengurus 
pokmaswas.

2.3 Cara Pembentukan Pokmaswas

Pengertian
Pokmaswas

2
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Pokmaswas merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang 
membantu pemerintah dalam upaya penyadaran hukum melalui sosialisasi dan 
pelaksanaan prinsip 3 M (Melihat/Mendengar, Mencatat, dan Melaporkan).

2.1 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

Melihat/Mendengar Mencatat Melaporkan
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Anggota Pokmaswas merupakan bagian dari 
masyarakat sekaligus pelaksana pengawasan 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya 
kelautan dan perikanan yang membantu tugas 
pemerintah di daerah/desanya masing-masing. 
Anggota Pokmaswas boleh berasal dari tokoh 
masyarakat, tokoh adat, perwakilan perempuan 
dan pemuda, nelayan, petani ikan, serta 
masyarakat maritim lainnya termasuk nelayan 
yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) kapal-kapal 
penagkap ikan.

2.4 Keanggotaan Pokmaswas

Pengurus Pokmaswas dipilih oleh para anggota, 
dengan susunan kepengurusan minimal terdiri 
dari:

a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara.

Pengurus Pokmaswas wajib untuk selalu 
memberikan laporan dan berkoordinasi dengan 
Dinas Perikanan Kabupaten dan DKP Provinsi. 
Masa kepengurusan dicantumkan dalam Angga-
ran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) 
Pokmaswas yang berlaku selama periode 5 
(lima) tahun. Apabila kelompok memiliki 
kesulitan dalam menyusun AD/ART, maka 
kepala desa dapat meminta bantuan kepada 
DKP Provinsi.

2.5 Kepengurusan Pokmaswas
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PENGERTIAN POKMASWAS

Apabila sudah ada kelompok pengawas adat 
yang sudah aktif, maka tidak perlu dibentuk yang 
baru. Kepala desa atau negeri adat dapat 
menyampaikan surat permohonan pengukuhan 
kelompok pengawas adat kepada Kepala Dinas 
Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk 
mendapatkan pembinaan dan perlindungan 
sebagai kelompok pengawas. Surat tersebut 
dilengkapi dengan:

Fotocopy aturan adat yang ditegakkan di 
wilayah negeri tersebut.

Informasi tentang struktur dan pertanggung-
jawaban dan pelaporan kelompok ini dalam 
sistem atau aturan adat.

KTP ketua kelompok dan anggota-anggota.

Surat dari Kepala Desa administratif atau 
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota 
tersebut yang menyatakan bahwa kelompok 
pengawas berbasis adat tersebut memang 
telah ada dan menjalankan fungsi penga-
wasan sumber daya kelautan dan perikanan 
secara efektif dan sejalan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia.

2.6 Pengukuhan Untuk Kelompok Pengawas
      Berbasis Sistem Adat

Anggota Pokmaswas Pasir Putih Desa
Fatkauyon Kabupaten Kepulauan Sula
melepaskan anakan penyu ke pantai
sebagai upaya perlindungan terhadap
species penyu yang terancam punah.
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PERAN POKMASWAS DALAM MELINDUNGI
     SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sebagai pelaksana di tingkat
lapangan yang membantu
pemerintah dalam pengawasan
kawasan perairan, Pokmaswas
memiliki peran untuk :

Mengisi logbook atau buku harian Pokmaswas yang 
berisi informasi mengenai kegiatan monitoring atau 
pengawasan, penyuluhan, dan sosialisasi yang dilakukan 
oleh Pokmaswas.

Melaporkan tindakan perusakan lingkungan di wilayah 
pesisir.

Membantu pemerintah dalam sosialisasi aturan penge-
lolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Melaporkan tindakan pelanggaran dalam pengelolaan 
dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Membantu pemerintah dalam pengawasan Kawasan 
Konservasi Perairan.

3.1 Peran Pokmaswas

Peran Pokmaswas dalam Melindungi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

3

3

4

5

2

1



BU
KU

 S
AK

U
 P

O
KM

AS
W

AS
 / 

U
SA

ID

07

BUKU SAKU POKMASWAS
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PERAN POKMASWAS DALAM MELINDUNGI
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam melaksanakan tugasnya, Pokmaswas dan masyarakat dilarang melakukan 
tindakan-tindakan di bawah ini

Menghakimi tersangka pelaku pelarangan 
dan/atau tindak pidana di bidang kelautan 
dan perikanan.

Bertindak sebagai aparat penegak hukum.

3.2 Larangan Bagi Pokmaswas dan Masyarakat

Menghakimi tersangka pelaku pelarangan 
dan/atau tindak pidana di bidang kelautan 
dan perikanan.

Menerapkan aturan yang tidak ada dasar 
hukumnya.

Melakukan tindakan yang bertentangan 
dengan hukum.

Memanfaatkan peran sebagai Pokmaswas 
untuk keuntungan dan/atau kepentingan 
pribadi maupun kelompok.

Membiarkan terjadinya suatu pelanggaran 
dan/atau tindak pidana kelautan dan 
perikanan tanpa adanya upaya untuk 
melaporkannya.

Photo: Coral Triangle Center/Kasman

La Nafsahu Idrus, ketua Pokmaswas Tanjung Deko Desa Waisum
Kabupaten Kepulauan Sula melakukan pencatatan data
dan pengawasan di Perairan Waisum.
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Masyarakat dapat merasakan keuntungan dari keberadaan dan berfungsinya Pokmas-
was, karena kelompok ini dapat turut serta membantu menjaga kelangsungan sumber 
daya kelautan dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

3.4 Sumbangsih Pokmaswas Terhadap Desa

PERAN POKMASWAS DALAM MELINDUNGI
     SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.3 Pokmaswas Dalam Siswasmas

Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan

Pokmaswas Menelaah
Hasil dan Temuan

Pengawasan

Pokmaswas
Melaporkan Logbook
dan Memberi Usulan

Kepada Desa Berdasarkan 
Data Logbook

Desa Menyusun
Rencana Pembangunan
Perbaikan Desa Dengan
Memanfaatkan Usulan

dan Data dari
Pokmaswas

Pokmaswas
Mengisi Logbook

Pokmaswas Efektif 
(sosialisasi & 3M)

Pokmaswas aktif
dan berfungsi

Bukan hanya
monitoring/pengawasan,

tetapi juga membantu
penyadaran hukum.

Logbook Pokmaswas
diisi dan digunakan
Logbook Pokmaswas diisi penuh
dan digunakan oleh Pokmaswas
dan diakui oleh Pimpinan Desa

Integrasi Data
Pokmaswas

Data Pokmaswas hasil
monitoring/pengawasan

dilaporkan dan dipadukan
ke dalam data desa

Pokmaswas memberikan
masukan pada Program
Desa dan lainnya

Data Pokmaswas menjadi
input pengelolaan sumber daya
perikanan/KKP di tingkat lokal

Pokmaswas
dilindungi

Perlindungan Pokmaswas
dijamin oleh Desa
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Perlindungan kepada masyarakat baik sebagai individu 
maupun kelompok yang ikut serta dalam kegiatan 
pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan 
dijamin melalui : 

Untuk memastikan Pokmaswas dapat terlindungi secara 
hukum dalam menjalankan perannya, maka pastikan:

3.5 Perlindungan Hukum untuk Pokmaswas

UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pasal 67

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban

PermenKP No. 40 Tahun 2014 tentang Peran Serta 
dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pasal 9.

Anggota Pokmaswas tercantum dalam SK dan 
memiliki Kartu Anggota dari DKP Provinsi. Dengan 
Kartu Anggota Pokmaswas, upaya perlindungan lebih 
mudah untuk diberikan.

Saat melaksanakan monitoring/ pengawasan, disarank-
an untuk membawa surat dari Kepala Desa yang 
menyatakan bahwa anggota Pokmaswas sedang 
melaksanakan kegiatan monitoring. Hal ini penting 
untuk memastikan Kepala Desa mengetahui kegiatan 
ini, sehingga jika terjadi hal yang mengganggu kesela-
matan anggota Pokmaswas, maka Kepala Desa dan 
para pihak dapat mengerahkan atau meminta bantuan.

Apabila dalam proses pelaporan suatu kasus atau proses penegakan hukum yang sedang 
berjalan, Pokmaswas mendapatkan intimidasi dari pihak-pihak tertentu, maka anggota 
Pokmaswas dapat melaporkan diri pada salah satu atau beberapa dari pihak-pihak  
bewenang, seperti Kepala Desa, aparat penegak hukum terdekat, Lembaga Bantuan 
Hukum (LBH), Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, DKP Provinsi, Kantor UPT PSDKP, SMS 
gateway dan/atau Kantor LBH (Lembaga Bantuan Hukum).

Perlindungan diberikan dalam posisi Pokmaswas memang terbukti mendapatkan serangan 
karena upaya perlindungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun perlindungan tidak akan diberikan 
apabila Pokmaswas melakukan atau terlibat dalam pelanggaran.



Pokmaswas dapat menjadi mitra penegak hukum sesuai dengan syarat dan ketentuan 
yang berlaku.
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3.6 Penguatan Jaringan Pokmaswas

Pokmaswas menjalin dan memperkuat kemitraan dengan Dinas Perikanan Kabupaten, 
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi, dan aparat penegak hukum.

Memiliki daftar nama, nomor telepon dan alamat dari petugas penegak hukum 
terdekat dan daftar tersebut terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan.
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Pokmaswas dapat bekerjasama dengan pokmaswas desa atau daerah lain dan juga 
kelompok pengawas berbasis adat untuk memperkuat efektivitas pengawasan, dan 
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengawasan”

Pokmaswas juga dapat bermitra dengan LSM, universitas, atau pihak lain dalam rangka 
meningkatkan kemampuan untuk membantu penyadaran hukum.

Anggota Pokmaswas mengikuti
pelatihan RUM di Kepulauan Sula 



Ketika Pokmaswas atau masyarakat mendapatkan 
informasi adanya dugaan pelanggaran dan dugaan tindak 
pidana perikanan, kepada siapa harus melapor?

Alur Pelaporan oleh
Pokmaswas

Informasi minimum yang perlu dilaporkan

Penyidik Perikanan, atau
Pengawas Perikanan atau Polsus, atau
Babinkamtibmas atau Babinsa terdekat, atau 
Satpol-AIRUD atau Polisi terdekat (Polsek, Polres, Polda)
TNI AL terdekat 

4

4.1 Kepada Siapa Melaporkan
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ALUR PELAPORAN OLEH POKMASWAS DAN MAYARAKAT

Petugas Penegak Hukum

Aparat Desa/ Kelurahan/ Distrik/Kecamatan/Negri, atau
Kepala Pelabuhan Perikanan, atau
Petugas Karantina di Pelabuhan

Petugas Non Penegak Hukum

Jenis pelanggaran
Lokasi
Waktu kejadian
Identitas kapal atau pelanggar (jika ada)
Identitas pelapor

SMS Gateway ke nomor 085 88888 4171
dengan 1 (angka satu) pesan anda 
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ALUR PELAPORAN OLEH POKMASWAS DAN MAYARAKAT

4.2 Apa yang Dilaporkan

Selain pelaporan secara tulisan, anggota masyarakat 
juga dapat menggunakan telepon, radio komunikasi, 
dan SMS

SMS ke nomor 085 888884171
Bentuk format SMS dilakukan sebagai berikut:
1. Pesan ditulis dengan format I* PESAN ANDA
2. Contoh pengiriman info/laporan kejadian
pelangggaran sebagai berikut:
I*sebuah perahu melakukan penangkapan ikan dengan 
menggunakan alat tangkap yang dilarang di perairan 
Bengkulu 14/9/1 | 14:30

1. Bentuk pelanggaran perikanan.
2. Lokasi pelanggaran.
3. Waktu kejadian.
4. Pernyataan saksi pelanggaran perikanan lengkap dengan
    mencatat nomor telepon dan identitas saksi.
5. Kronologi kejadian pelanggaran perikanan.
6. Jenis kapal (kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan,
   dan/atau kapal penelitian.
7. Tanda pengenal kapal (nomor kapal, bendera,
    nomor lambung, warna kapal).

9. Data dan informasi lainnya, misalkan arah kapal.

8. Kegiatan kapal (menarik jaring, membongkar dan
    memindahkan ikan, membuang limbah, dan/atau
    menggunakan cara-cara penangkapan yang
    merusak ekosistem).
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4.3 Contoh Laporan Melalui SMS Gateway
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085 88888 4171

1*Hari ini Sabtu, 4/1/2020, 
sedang ada 4 perahu dari 
nalayan Muarabadak yang 
menggunakan Pukat Trawl 
Ikan di dekat Bukit Karang 
Gosong di wilayah Pantai 
Biru Kersik Kab. Kukar 
Provinsi Kaltim. Mereka 
akan pulang ke Muarabadak 
Pukul 17.00. Terima kasih. 
(Machmud – Pokmaswas 
Sumber Laut – Kaltim)
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ALUR PELAPORAN OLEH POKMASWAS DAN MAYARAKAT

3 (tiga) kunci yang membuat SMS ini segera ditindaklanjuti oleh DKP 
Provinsi Kaltim dan KKP adalah:

4.4 Tips Mengirim Laporan Melalui SMS Gateway
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Pesan ada kata kunci “trawl”
yang memang dilarang
atau membuktikan pelanggaran

Informasi posisi cukup jelas

Data pengirim jelas

01

03



BU
KU

 S
AK

U
 P

O
KM

AS
W

AS
 / 

U
SA

ID

Kapal ikan yang melakukan tindakan 
penangkapan yang illegal dan 
mengancam keamanan masyarakat 
dan/atau sumber daya kelautan dan 
perikanan di tempat tersebut.

Kegiatan pemasaran atau tempat 
dipasarkannya ikan hasil yang ditang-
kap dari hasil pemboman, atau 
penggunaan bius dan racun, yang 
dapat membahayakan manusia, 
lingkungan serta sumber daya 
kelautan dan perikanan.  

A

B

C

D

Kegiatan penangkapan ikan yang 
merusak (pemboman, atau penggu-
naan bius dan racun) dan/atau yang 
menggunakan alat tangkap yang 
dilarang.

Kegiatan budidaya ikan dengan 
menggunakan obat berbahaya, atau 
yang menggunakan cara-cara yang 
berbahaya bagi lingkungan dan 
manusia.

5.1 Tindak Kejahatan
     dan Pelanggaran Perikanan 

Tindak Kejahatan
dan Pelanggaran
di Kawasan
Konservasi
Perairan

5
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TINDAK KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
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TINDAK KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

01
2

6

5

1

Penyu

02 Dugong

03 Hiu

04 Paus Biru

05 Hiu Paus

06 Lumba - Lumba

Jenis-jenis spesies
yang dilindungi

Memelihara, menangkap dan memperjualbelikan spesies hewan laut yang dilindungi, 
langka dan terancam punah

5.2 Tindak Kejahatan dan Pelanggaran
      terkait Spesies Hewan Laut
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TINDAK KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Tidak taat pada peraturan ‘jalur’ 
bahari.

Berlayar melalui dan bersauh di 
kawasan non-navigasi.

C Penggunaan jalur laut, dermaga dan 
pelabuhan yang tidak tepat.

Perusakan habitat muara sungai.

Perusakan habitat pesisir seperti 
pantai dan gundukan pasir.

A

B

A

B

Perusakan habitat laut termasuk 
padang lamun, mangrove dan 
terumbu karang.

C

D

E

Pencemaran laut dengan membuang 
sampah kegiatan perikanan ke laut.

Pemanfaatan atau operasi yang tidak 
sah di tepi pantai dan garis pantai.

5.4 Pelanggaran terkait
      Zonasi Dan Navigasi

5.3 Tindak Pelanggaran terhadap
      Habitat Pesisir dan Laut
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Pengangkutan dan penjualan ammo-
nium nitrat dan bahan baku lain 
untuk pembuatan bahan peledak 
secara illegal.

Pengangkutan dan penjualan 
peralatan bahan peledak (misalnya 
sumbu) secara ilegal.

A

B

C Kepemilikan dan pengangkutan 
senjata api secara illegal.

5.5 Pelanggaran/Kejahatan
      Lainnya
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Photo: Coral Triangle Center/Agustin

TINDAK KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
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Anggota Pokmaswas mengikuti pelatihan RUM di Kepulauan Sula.
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PENEGAKAN HUKUM KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penegakan Hukum
Kelautan dan Perikanan

6

6.1 Alur Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan

Proses
Penyadartahuan

Pengawasan
dan Pelaporan

Menyampaikan informasi
aturan,

Mengembangkan keinginan
dan kesediaan untuk
mematuhi aturan

Mengamati,

Membuktikan secara awal

Melaporkan

01 02
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PENEGAKAN HUKUM KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penyidikan
Penuntutan
Perkara Peradilan

Pelimpahan perkara
pidana ke pengadilan

Proses penyelesaian perkara
di setiap tahapannya
(Maksimal 30 Hari)

Pemeriksaan

Penuntutan sanksi

Pengecekan barang bukti

Menentukan awal
tindakan pidana

Menemukan dugaan
tersangka

Upaya paksa

Pemeriksaan berkas

Pemeriksaan

Pengadilan

Pemutusan perkara

03 04 05

30hari
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PENEGAKAN HUKUM KELAUTAN DAN PERIKANAN

6.2 Prasyarat Suksesnya Penyelesaian Perkara di Pengadilan

22

BUKU SAKU POKMASWAS
2020

Penyidikan yang Sukses

Pemutusan Perkara yang Sukses

Penuntutan yang Sukses

Pendapat hakim (dipertajam dengan pengalaman 
dan pengetahuan) dan kesesuaian yang meyakinkan 
pada setidaknya 2 alat bukti yang sah bahwa perkara 
pidana benar-benar terjadi dan tergugatlah yang 
melakukannya.

Penuntutan yang jelas dan lengkap 
(tanggal penuntutan, identitas yang 
benar dan jelas dari tergugat, bukti, 
waktu dan tempat kejadian perkara 
pasal yang dilanggar, dan sanksi yang 

diajukan).

Laporan yang ditunjang dengan bukti 
permulaan yang cukup (dokumen, 
alat atau sarana yang digunakan, dan 
bukti) dan memenuhi unsur tindak 
pidana perikanan atau pelanggaran.
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No
Mitra
Pokmaswas

Nomor
Telpon

Nomor Hotline
Laporan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan di KKP 085 88888 417101

Nomor Telpon
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 0911 35221603

Nomor Telpon
PSDKP Ambon 0911 35178302

DKP Maluku
Bidang Pengawasan 0813 4313 030204

Pengawas Perikanan
PSDKP di Maluku Utara/ Morotai 0821 3444 212105

Polsus
Maluku Utara 0813 5593 894706

DKP Papua Barat
Bidang Pengawasan 0813 5588 004007

Nomor Telpon Penting
Mitra Pokmaswas

7
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NOMOR TELPON PENTING
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LAMPIRAN

01Lampiran I
Species Laut Terancam Punah dan Dilindungi 
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LAMPIRAN
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LAMPIRAN

g

gg g
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p

02Lampiran 2
Contoh Buku Harian (Logbook) Pokmaswas
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1 Pengawasan atau Monitoring yang dimaksud bukan hanya pengawasan yang dilakukan di laut, tetapi juga termasuk memantau
  peredaran ikan di pasar untuk mengamati penjualan ikan hasil pemboman atau penangkapan ilegal, dan juga ikan yang dilindungi,
  kegiatan untuk mengarahkan atau menegur dan memberikan sosialisasi pada pelanggar yang membuang sampah di laut,
  atau sosialisasi pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi pelanggarannya, dan lain-lain.

2 Penyuluhan aturan seperti sosialisasi pendaftaran kapal, sosialisasi tentang perlindungan ikan yang terancam punah dan dilindungi,
  sosialisasi alat tangkap yang ramah lingkungan, sosialisasi zonasi kawasan konservasi, kampanye perlindungan laut pada anak-anak,
  ibu-ibu dan remaja, kampanye anti pemboman ikan, dan lain-lain.

3 Sosialisasi Pengawasan atau POKMASWAS seperti penyuluhan tentang pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan sumber daya
  kelautan dan perikanan, penyuluhan tentang POKMASWAS, sosialisasi untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota POKMASWAS,
  sosialisasi tentang POKMASWAS di desa lain, 

4 Kegiatan lain seperti kerja bakti bersih pantai, ikut serta dalam rapat kampung, mengikuti pertemuan di kabupaten,
  ikut serta dalam pendataan kapal, ikut serta dalam rapat atau kegiatan dengan penegak hukum.
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LAMPIRAN

03Lampiran 3
Kepulauan Sula

KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN
KEPULAUAN SULA
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LAMPIRAN

04Lampiran 4
Kepulauan Lease

KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN
KEPULAUAN LEASE
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LAMPIRAN

05Lampiran 5
Pulau Buano

KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN

PULAU BUANO
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LAMPIRAN 35

06Lampiran 6

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
PULAU AY DAN RHUN
KEPULAUAN BANDA

Pulau Ay dan Pulau Rhun Kepulauan Banda
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